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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya
di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai jenis
barang/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Dampak globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan
teknologi dan informasi telah memperluas gerak arus barang dan/jasa melintas batas-
batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik
yang berasal dari luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Pengembangan bidang usaha industri dewasa ini telah mendapat perhatian yang
besar di hampir setiap negara, baik dinegara-negara maju maupun di negara—negara
yang sedang berkembang seperti Indonesia. Berkembangnya bidang usaha industri ini
hangat dirasakan manfaatnya terhadap perkembangan perekonomian suatu bangsa,
terutama ditinjau dari banyaknya kesempatan kerja yang dapat diciptakaﬁ.

Salah satu usaha yang ditempuh untuk menumbuhkan dan mengembangkan
industri baik yang berskala besar maupun kecil adalah dengan cara memberikan
kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk berpartisipasi lebih besar dalam

proses pembangunan dengan memanfaatkan segenap kemampuan, modal dan potensi

yang ada didalam negeri.



Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual untuk menghasilkan suatu
karya cipta dengan menggunakan daya pikirnya yang diekspresikan dalam berbagai
bentuk yang memiliki manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Karya cipta
timbul dari cipta, rasa, dan karsa yang menghasilkan ilmu pengetahuan, seni dan
sastra sebagai bentuk yang nyata dari kekayaan intelektual manusia. Sebagai bentuk
yang nyata dikarenakan hak milik intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu
yang telah dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.l

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dirasakan
pentingnya pengaturan bagi karya cipta yang menjadi objek Hak Kekayaan
Intelektual yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi hak pencipta dan karya
ciptaannya agar terjamin suatu kepastian hukum dan mengembangkan minat
masyarakat untuk menghasilkan ciptaan baru.

Munculnya suatu karya cipta akan menambah kekayaan dibidang seni dan
budaya seperti lagu, musik, fotograpi, videograpi, buku, program komputer, seni
rupa, arsitektur dan lain sebagainya. Namun dengan munculnya karya-karya cipta
yang baru, tidak akan menghilangkan karya-karya cipta tradisional yang telah lama
lahir di Indonesia, salah satunya adalah seni Kayu Ukir tradisional yang terdapat
diberbagai daerah di Wilayah Nusantara, seperti ukiran Jepara, ukiran Kalimantan,

ukiran Palembang, ukiran Bali dan lain-lain. Seni kayu ukir ini mempunyai ciri dan

k Muhjammad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (sejarah, Teori dan
Prakteknya Di Indonesia), cet 1, PT.Citra Aditya Bakti, 1993, halaman 20



kekhasan masing-masing, baik dari jenis kayu, wama, bentuk, dan motif yang
berbeda-beda.

Perkembangan industri di Indonesia mulai meningkat seiring dengan
perkembangan zaman yang terus maju. Masyarakat Palembang yang mempunyai
suatu kerajinan khas yang sekarang ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat Lokal
maupun Mancanegara ,dimana Kerajinan Khas Palembang ini merupakan usaha yang
bergerak dalam bidang Ukiran yang mempunyai ciri Khas warga Palembang yaitu
Kerajinan Kayu Ukir Khas Palembang yang sudah cukup dikenal. Tingkat
perkembangan Kerajinan tersebut cukup meningkat setiap tahunnya bahkan hasil
kerajinan kayu ukir ini sudah banyak dipasarkan sampai diluar kota palembang
hingga mancanegara’.

Hasil karya yang dihasilkan dari kerajinan kayu ukir khas Palembang yang
menarik banyak minat konsumen dipasaran adalah ukiran yang jadi yaitu dalam
bentuk lemari ukir, pelaminan penganten, lemari penganten, kursi ukir, meja ukir, dan
pintu ukir. Motif ukiran pada kerajinan seni tersebut pada prinsipnya sama dengan
motif seni ukir tradisional daerah lainnya di luar Sumatera, seperti Jawa, Toraja,
Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain, tetapi yang menjadikannya khas motif kayu ukir
Palembang dimana sebagian besar motif yang diambil merupakan bentuk garis
geometris dengan rengaan tumbuh-tumbuhan. Di dalam pembuatan ukiran kayu

Palembang, hampir tidak dikenal remgaan hewan (binatang atau mahluk hidup

. Waw.ancara dengan Sunaryati, Seksi Pelayanan Umum Bidang Seni dan Kebudayaan
Palembang. Dinas Pariwisata.Palembang 14 Desember 2007



lainnya kecuali bentuk burung yang biasanya terdapat pada ukiran pelaminan
pengantin Palembang). Gaya ukiran kayu khas Palembang adalah dekoratif dengan
teknik rendah, tinggi, dan tembus (terawangan). Motif-motifnya anta:a lain bunga
Matahari, Melati, Tanjung, daun-dedaunan sulur, dan motif berulang-ulang yang
disusun berderet menyamping pada bidang memanjang atau melebar. Selain itu juga
terdapat motif kuno maender yang terkenal di kawasan Eropa jaman dulu’.

Seni kayu ukir khas Palembang merupakan salah satu hasil kerajinan tradisional
yang menjadi milik bersama masyarakat Palembang sebagai benda budaya Nasional,
karena sudah lama lahir dan tidak diketahui pembuat/pencipta pertama kalinya atau
pembuat/pencipta aslinya*.

Penggunaan karya desain industri tradisional seperti kayu ukir khas Palembang
yang berulang-ulang dan semakin hari dikembangkan dan dimodernkan ciptaannya,
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palembang, oleh
karena itu perlu adanya perlindungan hukum agar dapat mencegah terjadinya
peniruan atau pelanggaran oleh pihak luar negeri tanpa seizin negara sebagai
pemegang hak desain industrinya, karena negara hanya melindungi seni ukir
Palembang sebagai benda budaya Nasional dari pelanggaran oleh pihak asing.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi pelaku usaha,

karena dengan berkembangnya kebutuhan konsumen akan barang-barang dan/jasa

3 Wawancara dengan Bapak Mir, Pemilik Galeri Mir Senen. Palembang 13 Desember 2007

* Wawancara dengan Sunaryati, Seksi Pelayanan Umum Bidang Seni dan Kebudayaan
Palembang. Dinas Pariwisata.Palembang 14 Desember 2007



yang di inginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk
memilih jenis dan kualitas barang dan/jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan
konsumen. Akan tetapi di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut akan berdampak
terhadap pendesain dan pengrajin, sehingga pihak pendesain dan pengrajin seni ukir
kayu tersebut berada pada posisi lemah, dalam hal hasil karya yang dihasilkannya.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka
panjang pertama, tetapi masih banyak tantangan dan persoalan, khususnya dalam
pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya
kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan fenomena persaingan
usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan lawan usaha yaitu pendesain dan
pengrajin kayu ukir khas Palembang.

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi
Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah
diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas
Persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi Paris Convention for the
Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden
Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam The Hague Agreement
(London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs. Mengingat
hal-hal tersebut dan berhubung belum diaturnya perlindungan hukum mengenai

Desain Industri, Indonesia perlu membuat undang-undang di bidang Desain Industri



untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan
kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalah gunakan
hak Desain Industri-tersebut’. |

Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturan Desain
Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif
terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri
yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan
kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat
diproduksi secara ben’llang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam
bentuk dua atau tiga dimensi.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan
untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus menerus menciptakan
desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat
terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah
ketentuan Desain Industri disusun dalam undang-undang ini. Perlindungan Hak
Desain Industri diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila diminta melalui
prosedur pendaftaran oleh Pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas hak
Desain Industri tersebut®.

Dalam proses pendaftaran Desain Industri, dilakukan pemeriksaan oleh

pemeriksa. Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas

: Penjelasan Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000
Ibid



kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri
ini dibedakan dari asas orisinal.

Pengertian “baru” atau “kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang
pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain
yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada
pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis.’

“Orisinal” berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang
membuat atau yang mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang
yang dapat membuktikan sumber aslinya®. Selanjutnya, asas pendaftaran pertama
berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri
yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang
yang pertama mendesain. Lebih lanjut, untuk keperluan publikasi atau pengumuman
pendaftaran permohonan hak atas Desain Industri, dalam pemeriksaan juga dilakukan
pengklasifikasian permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Munir Fuady, bahwa masalah perlindungan terhadap pendesain dan
pengrajin ini merupakan masalah lama dengan pendekatan baru. Di Indonesia

pengaturan tentang perlindungan terhadap pendesain industri menurut para pengamat

" Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT.
halaman 483 /

8 Ibid., halaman 483




menyatakan bahwa dalam suasana kebaruan tersebut, Indonesia masih tertinggal
dengan negara-negara tetangga lainnya, seperti Malaysia dan Singapura.’

Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-
undangan telah mulai dibentuk, tetapi masih saja belum dapat menjangkau inti
permasalahan. Kasus-kasus pun bermunculan, korban-korban berjatuhan tanpa
kontrol yang berarti dari aspek yuridis. Nampaknya para pendesain dan pengrajin seni
Indonesia dewasa ini benar-benar merupakan golongan yang patut dikasthi
(Miserabilis persona)'.

Agar sebuah Desain Industri dapat benar-benar berkembang di dalam negeri dan
ke manca negara dibutuhkan perlindungan hukum dengan cara mendaftarkan desain
industri tersebut.

Adapun ketentuan yang menjadi dasar gugatan bilamana terjadi pelanggaran
terhadap pemegang/pemilik hak desain industri ukiran khas Palembang maka ada
ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan, yaitu pasal 1 ayat 2
Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, “pendesain adalah
seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri”. Sedangkan hak
desain industri itu sendiri menurut pasal 1 ayat 5 dan ayat 2 Undang-Undang No.31
Tahun 2000 adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia
kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan

sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan

® Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti
Jakarta, 1994, halaman 183 ’

1 Ibid., halaman 183



sendiri hal tersebut”. Jelas disini dikatakan secara eksplisif bahwa hak tersebut hanya
berlaku pada pendesainnya atau pihak lain yang telah diberikan persetujuan olehnya,
bila ada pihak lain yang melanggarnya, maka ketentuan dari pasal-pasal inilah yang
dapat menjadi dasar gugatannya.

Perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan seperti kayu ukir khas
Palembang harus dilakukan setelah disadari bahwa karya cipta tradisonal itu
mempunyai nilai ekonomi yaitu menghasilkan suatu keuntungan materi. Karena
dalam pandangan masyarakat segi nilai moral hak cipta dan desain industri atas karya
cipta tradisional lebih menonjol dibandingkan dengan nilai ekonominya.'!

Oleh karena itu perlu adanya perhatian yang serius mengenai dibutuhkannya
kesadaran akan pentingnya perlindungan atas karya tradisional seperti kayu ukir khas
Palembang yang keberadaannya semakin diminati dan dihargai serta diberikan tempat
tersendiri didalam dunia bisnis, industri dan perdagangan di wilayah Palembang
khususnya dan Sumatera Selatan maupun Indonesia umumnya, terutama mengenai
hak kekayaan intelektual dalam hal sebagai objek hak desain industri, karena kayu
ukir khas Palembang merupakan ciptaan yang mempunyai unsur seni dan unsur
original atau keaslian dari karya cipta itu dan sebagai objek desain industri karena
kayu ukir khas Palembang memberikan kesan estetis dari desain bentuk dan

permukaan, yaitu dari segi kreasi bentuk, komposisi atau gabungan garis dan warna.

"! Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Akademika Pressindo,
Jakarta, 1990, halaman 49
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Bertitik tolak dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan
membahas masalah Hak Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan Hak
Desain Industri dengan Judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGRAJIN KAYU UKIR KHAS PALEMBANG MENURUT UNDANG-

UNDANG NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”.

B. Permasalahan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas mengenai karya tradisional
kayu ukir khas Palembang maka dapat ditarik beberapa permasalahan, yaitu :
1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Kayu Ukir Khas
Palembang menurut UU No.31 Tahun 2000 ?
2. Bagaimana upaya-upaya Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum

Terhadap Pengrajin Desain Industri Kayu Ukir Khas Palembang ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan permasalahan diatas
adalah :

1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum
terhadap pengrajin Desain Industri Kayu Ukir Khas Palembang.

2. Mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum

terhadap Pengrajin Desain Industri Kayu Ukir Khas Palembang,



11

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk
perkembangan ilmu hukum Perdata khususnya bidang HKI dan Desain Industri
juga untuk menambah pengetahuan penulis.

2. Manfaat Praktis
Dapat memberikan masukan untuk Pemerintah dan masyarakat pengrajin kayu
ukir khas Palembang dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak

Desain Industri kayu ukir khas Palembang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada permasalahan yang
diajukan mengenai perlindungan hukum pengrajin Desain Industri kayu ukir Khas
Palembang menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Pembatasan ruang lingkup skripsi ini merupakan pedoman bagi penulis agar
pembahasan nantinya tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam
perumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh,

terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada.
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F. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian
yuridis normatif dilakukan terhadap azas-azas hukum dengan teori-teori hukum
yang terdapat didalam hukum positif, khususnya yang terdapat didalam
Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
Data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumberkan pada :
(1) Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi
dokumen.
Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa :
a. Bahan hukum primer yang memberikan penjelasan yang mengikat
seperti Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain
Industr.
b. Bahan Hukum sekunder yang memberikan penjelasan pada bahan
hukum primer.
c. Bahan hukum tertier yang memberikan penjelasan pada bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder.
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(2) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, di mana
pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara melakukan
wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini guna
melengkapi data dalam penelitian ini."2
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang antara lain :
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan.
2. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera
Selatan.
3. Galeri Mir Senen Palembang.
4. CV Tembesu Cindo Palembang.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan :
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research).
Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari atau
mengkaji literatur, surat kabr, dokumen-dokumen yang mempunyai

relevansi dengan materi yang dibahas, termasuk peraturan-peraturan yang

berkaitan dengan masalah.

l2Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Cet. 2
halaman 17-18, , ’
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b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Untuk mendapatkan data primer sebagai pendukung data sekunder, maka
penelitian dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Kehakiman
dan HAM Sumatera Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi Sumatera Selatan, Galeri Mir Senen, dan CV. Tembesu Cindo.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara

deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya

panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan

sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab

permasalahan dalam skripsi ini'.

13 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
Halaman 214, ’ ’
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